
i

TESIS

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

No. Mhs : 125201803/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

i

TESIS

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

No. Mhs : 125201803/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

i

TESIS

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

No. Mhs : 125201803/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016









v

INTISARI

Penelitian ini berjudul, Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk Mewujudkan Kepastian
Hukum. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan mengkaji dan mengetahui
alasan-alasan belum terwujudnya kepastian hukum sebagai akibat dari adanya
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif.Jenis penelitian yang dilakukan
adalah jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan
berdasarkan data sekunder. Penelitian ini mengambil sumber data yang berasal
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang
digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-
buku, internet, narasumber dan kamus yang berkaitan dengan penerapan alternatif
penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Untuk
Mewujudkan Kepastian Hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data meliputi deeskripsi, sistematisasi,
intepretasi hukum, dan penilaian terhadap hukum positif.

Dari hasil penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa, penyelesaian
sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan metode
mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Pada penyelesaian melalui konsiliasi dan
mediasi, para pihak diberi keleluasaan melakukan musyawarah mufakat
didampingi oleh mediator atau konsiliator yang disediakan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa.Hasil
kesepakatan mediasi atau konsiliasi dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis
dan berdasarkan kesepakatan tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
mengesahkan perjanjian Kesepakatan tersebut dalam bentuk keputusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Sedangkan
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak menentukan arbiter yang
berasal dari unsur pengusaha, konsumen dan pemerintah yang akan menjadi
arbiter dan memeriksa sengketa konsumen. Hasil penyelesaian sengketa dalam
bentuk putusan majelis arbiter dan dapat didaftarkan ke pengadilan untuk
dilaksanakan putusan. Putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapat mewujudkan kepastian hukum
bagi konsumen disebabkan karena faktor adanya pertentangan peraturanyaitu
Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Faktorupaya paksa pelaksanaan putusan yang
lemah dan tidak diaturnya pelaksanaan putusan khususnya pelaksanaan putusan
mediasi dan konsiliasi. Faktor kebebasan memilih metode penyelesaian sengketa
tanpa ada batasan kapan kebebasan memilih itu berakhir.

Keywords       : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen, Kepastian Hukum.
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Abtract

The title of this study is “Application of Alternative Dispute Resolution in
Consumer Dispute Settlement BoardTo Achieve Legal Certainty”.The results of
this study aims to identify and assess the implementation of alternative dispute
resolution in Consumer Dispute Resolution Board to realize the rule of law and to
assess and determine the reasons for the establishment of legal certainty yet as a
result of the decision of the Alternative Dispute Settlement Board.Type of
research is a kind of normative legal research with legal research conducted based
on secondary data.This study took data sources derived from primary law
materials and secondary law. Primary legal materials in the form of legislation
and secondary legal material that is used in the form of legal and non-legal
opinion obtained from books, internet, speakers and dictionaries relating to the
application of alternative dispute resolution in Consumer Dispute Settlement
Board to Achieve Legal Certainty.Methods of data collection through interviews
and literature study. Data analysis included deeskripsi, systematization, legal
interpretation, and assessment of positive law.

From the research, the author gets the conclusion that, in the dispute
resolution Consumer Dispute Settlement Board conducted using mediation,
arbitration and conciliation. In the settlement through conciliation and mediation,
the parties are given the freedom to do deliberation, accompanied by a mediator or
conciliator supplied Consumer Dispute Settlement Board and chosen by the
parties to the dispute.The results of the mediation or conciliation agreement
formulated in the form of a written agreement and based on it, the Consumer
Dispute Settlement Board ratified the agreement. The decision of Consumer
Dispute Settlement Board decisions are final and binding. While the settlement of
disputes through arbitration, the parties determine the arbitrators who represent
employers, consumers and governments who will be the arbitrator and check
consumer disputes. The results of dispute resolution in the form of the decision of
the arbitrator and may be registered in court for the verdict implemented.Decision
of alternative dispute resolution in Consumer Dispute Settlement Board has not
been able to realize the legal certainty for consumers. This is due to factors
contradiction ruled that Article 54 paragraph (3) and Article 56 paragraph (2) of
Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Factors efforts to implement the
decision of the weak and that the exclusion of the implementation of decisions,
particularly the enforcement of mediation and conciliation. Factors freedom to
choose the method of settling disputes without any restriction of freedom of
choice when it ended.

Keywords         : Alternative Dispute Resolution, Consumer Dispute
Settlement Board, Legal Certainty.
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